Menimbang :

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG

LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN

USAHA TIDAK SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa pembangunan bidang ckonomi harus diarahkan kepada
terwujudnya Kkesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945;

bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya
kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk
berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang
dan atau jasa, dalam iklim usaha yang schat, efektif, dan efisien
sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya

ekonomi pasar yang wajar;

bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada

dalam situasi persaingan yang schat dan wajar, sehingga tidak
menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku
usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah
dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-

perjanjian internasional;

d. bahwa ...
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d. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang dimaksud dalam
huruf a. huruf b, dan huruf ¢, atas usul inisiatif Dewan
Perwakilan Rakyat perlu disusun Undang-Undang Tentang

Larangan Prakick Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Schat;

Mengingat  : Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (2), dan Pasal 33
Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN PRAKTEK
MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal |
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pcmasaran

barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku

usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

2. Praktek ...
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Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu
alau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya
produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu
sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak schat dan dapat

merugikan kepentingan umum,

Pemusatan kekuatan ckonomi adalah penguasaan yang nyata atas
suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha

schingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.

Posisi dominan adalah kcadaan di mana pelaku usaha tidak
mempunyal pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam
kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha
mempunyai posisi fertinggi di antara pesaingnya di pasar
bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan,
kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta
kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan

barang atau jasa tertentu.

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha,
baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam
wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun
bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai

kegiatan usaha dalam bidang ckonomi.

Persaingan usaha tidak schat adalah persaingan antarpelaku usaha
dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang
dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau

melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

7. Perjanjian ...
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Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha
untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain

dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Persckongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama
yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain
dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi

kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual
baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan

transaksi perdagangan barang dan atau jasa.

Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan  dengan
jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas
barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari

barang dan atau jasa tersebut.

Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk
tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap
perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar, antara lain jumlah
penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar,
keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pangsa

pasar.

Perilaku pasar adalah tindakan yang dilakukan olch pelaku usaha
dalam kapasitasnya sebagai pemasok atau pembeli barang dan
atau jasa untuk mencapai tujuan perusahaan, antara lain
pencapaian laba, pertumbuhan aset, target penjualan, dan metode

persaingan yang digunakan.

13. Pangsa ...
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Pangsa pasar adalah persentase nilai jual atau beli barang atau

Jasa terientu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar

bersangkutan dalam tahun kalender tertentu,

Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang
dan atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar

bersangkutan.

Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan
atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk
kepentingan pihak lain.

Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak
berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan olech
konsumen atau pelaku usaha,

Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi
yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan olch

konsumen atau pelaku usaha.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk
untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan
usahanya agar tidak mclakukan praktek monopoli dan atau
persaingan usaha tidak schat.

Pengadilan Negeri adalah pengadilan, sebagaimana dimaksud
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di tempat

kedudukan hukum usaha pelaku usaha.

BABII ...



